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BAB III 

RANCANGAN KERANGKA EKONOMI DAERAH 

DAN KEBIJAKAN KEUANGAN DAERAH 

 

 

3.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah 

Berdasarkan strategi dan arah kebijakan pembangunan ekonomi Kabupaten 

Polewali Mandar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009–2014, analisis terhadap 

indikator makro ekonomi Kabupaten Polewali Mandar, serta memperhatikan 

kondisi ekonomi daerah, nasional dan global, maka kebijakan ekonomi daerah 

Kabupaten Polewali Mandar pada tahun 2012 diarahkan pada pertumbuhan 

ekonomi dengan percepatan yang lebih tinggi, terjaganya stabilitas ekonomi makro 

dan dengan pembenahan yang sungguh-sungguh pada sektor riil, diharapkan akan 

dapat mendorong peningkatan investasi dan menciptakan lapangan kerja yang lebih 

luas dengan fokus utama untuk menurunkan tingkat kemiskinan dan pengangguran. 

Dalam hal ini diperlukan strategi kebijakan yang tepat dengan menempatkan 

prioritas pengembangan pada : 

- Sektor-sektor unggulan yang dimiliki dalam rangka penyerapan tenaga kerja dan 

peningkatan pendapatan masyarakat. 

- Sektor-sektor yang potensial untuk mendorong penciptaan Produk Domestik 

Regional Bruto (PDRB). 

- Sektor-sektor yang mempunyai efek pengganda tinggi dalam menciptakan 

kesempatan kerja. 

 

3.1.1. Kondisi Ekonomi Daerah Tahun 2010 dan Perkiraan Tahun 2011 

Perekonomian suatu daerah tidak dapat terlepas dengan perekonomian 

regional, perekonomian nasional bahkan perekonomian global. Ada faktor-faktor 

perekonomian yang tidak dapat dikendalikan oleh daerah seperti yang menyangkut 

kebijakan pemerintah pusat yang menyangkut sektor moneter maupun sektor riil. 

Kemudian juga pengaruh perekonomian global seperti pengaruh naik turunnya 

harga minyak dunia dan nilai tukar mata uang asing. 
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Pertumbuhan Ekonomi 

Pada tahun 2009 perekonomian Kabupaten Polewali Mandar mengalami 

pertumbuhan positif sebesar 4,92% namun jika dibandingkan dengan tahun 

sebelumnya mengalami perlambatan dimana pada tahun 2008 mengalami 

pertumbuhan sebesar 7,65%. Bila laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Polewali 

Mandar digunakan sebagai dasar dalam evaluasi kinerja sektor-sektor ekonomi, 

maka kinerja per sektoral dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu : 

1. Kelompok pertama adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan di atas 

rata-rata Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten Polewali Mandar, terdiri 

dari sektor industri pengolahan, sektor listrik, gas dan air bersih, sektor 

bangunan, sektor angkutan dan komunikasi, sektor keuangan, persewaan dan 

jasa perusahaan, serta sektor jasa-jasa. 

2. Kelompok kedua adalah sektor yang berhasil mencapai pertumbuhan positif 

walaupun masih di bawah rata-rata LPE Kabupaten Polewali Mandar, terdiri 

dari sektor pertanian, sektor pertambangan dan penggalian, serta sektor 

perdagangan, restoran dan hotel. 

Pada tahun 2010 perekonomian Kabupaten Polewali Mandar tumbuh 

sebesar 10,01% (angka sangat sementara). Pertumbuhan ini sangat pesat 

peningkatannya jika dibandingkan dengan keadaan tahun sebelumnya. Sumber 

pertumbuhan ekonomi tahun 2010 Kabupaten Polewali Mandar hampir separuhnya 

didorong oleh sektor sektor pertanian, sektor perdagangan, restoran dan hotel, 

kemudian sektor jasa-jasa. Hal ini sesuai dengan ciri khas Kabupaten Polewali 

Mandar yang unggul di sektor pertanian dan sektor perdagangan. Pada Tahun 2011 

diperkirakan peringkat yang memberikan kontribusi terhadap PDRB tetap akan 

didominasi oleh ketiga sektor tersebut. 

 

PDRB Perkapita 

Salah satu ukuran yang bisa digunakan untuk mengukur tingkat 

kemakmuran penduduk suatu daerah/wilayah adalah PDRB perkapita atau biasa 

disebut pendapatan perkapita. Pada tahun 2009 pendapatan perkapita penduduk 

Kabupaten Polewali Mandar sebesar Rp.6.701.000,- dan pada tahun 2010 

meningkat menjadi Rp. 7.814.414,- (angka sangat sementara). 
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Tenaga Kerja 

Ketenagakerjaan merupakan salah satu sektor penting bagi pembangunan 

ekonomi, khususnya dalam upaya pemerintah untuk mengurangi penduduk miskin 

sehingga kesejahteraan masyarakat dapat tercapai. Hal ini dapat ditempuh dengan 

pembangunan yang menitikberatkan pada masalah perluasan kesempatan kerja bagi 

angkatan kerja yang terus bertambah. 

Jumlah angkatan kerja Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2009 sebesar 

70,86 persen, yang bekerja sebanyak 64,63% dan pengangguran 6,23%. Sampai 

tahun 2009, sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling banyak 

menyerap tenaga kerja sebesar 59,02%, kemudian disusul oleh sektor jasa 33,31% 

dan yang terakhir adalah industri 7,67%. 

 

3.1.2. Tantangan dan Prospek Perekonomian Daerah Tahun 2012 dan Tahun 

2013 

Tantangan 

Berbagai tantangan yang akan dihadapi Kabupaten Polewali Mandar di 

tahun 2012 dan tahun 2013 tentunya tidak terlepas dari perekonomian nasional 

yang masih akan dipengaruhi oleh faktor eksternal yaitu pengelolaan arus modal 

(capital inflow) dan nilai tukar (exchange rate) dimana harga-harga komoditas 

terus merangkak naik. Sejumlah tantangan lain yang akan dihadapi diantaranya 

adalah : 

 Tingkat pengangguran dan kemiskinan yang masih cukup tinggi juga akan 

terus mewarnai tantangan perekonomian Kabupaten Polewali Mandar di tahun 

2012 dan tahun 2013. 

 Menyediakan infrastruktur yang cukup dan berkualitas. Hal ini merupakan 

prasyarat agar dapat mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi tinggi dan 

berkelanjutan. Ketersediaan infrastruktur yang tidak memadai akan menjadi 

kendala bagi masuknya investasi. 

 Meningkatkan partisipasi swasta melalui kemitraan antara pemerintah, 

masyarakat dan swasta (public-private partnership). Tantangan ini menjadi 

cukup penting karena pembangunan memerlukan dana yang tidak sedikit, 

sedangkan ketersediaan pendanaan pada pemerintah relatif terbatas. 
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Prospek Perekonomian Daerah tahun 2012 dan Tahun 2013 

Gambaran ekonomi Kabupaten Polewali Mandar tahun 2012 dan tahun 

2013 tidak akan terlepas dari pengaruh perkembangan perekonomian nasional. 

Perekonomian nasional dalam hal ini juga dipengaruhi oleh lingkungan eksternal. 

Setelah mengalami resesi global sejak pertengahan tahun 2008, tanda-tanda 

pemulihan ekonomi dunia telah mulai terlihat sejak akhir 2009 hingga akhir 2010. 

Pemulihan ini terutama disebabkan oleh berhasilnya intervensi pemerintah 

diberbagai negara yang telah mendorong sisi permintaan dan mengurangi 

ketidakpastian dan terjadinya resiko sistemik pada pasar keuangan. 

Kondisi perekonomian daerah masih sangat rentan terhadap pertumbuhan 

dan kondisi makro ekonomi nasional. Bila perkonomian nasional menunjukkan 

kecenderungan positif, maka akan memberi stimulan bagi pertumbuhan ekonomi 

daerah, dan sebaliknya. Dengan pemulihan ekonomi nasional tersebut maka turut 

berpengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Polewali Mandar, sehingga pada 

tahun 2012 dan tahun 2013 perekonomian Kabupaten Polewali Mandar 

diperkirakan akan lebih baik dari tahun sebelumnya.  

 

3.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.1. Proyeksi Keuangan Daerah dan Kerangka Pendanaan 

Pendapatan daerah menurut Undang-Undang  Nomor 33 Tahun 2004 

pasal 1 ayat 13 merupakan hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah 

nilai kekayaan bersih dalam periode tahun terkait. Pendapatan Daerah menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 dikelompokkan atas: a) Pendapatan 

Asli Daerah (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut 

berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD 

pada umumnya terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan 

kekayaan yang dipisahkan serta lain-lain PAD yang Sah; b) Dana Perimbangan, 

yaitu dana yang bersumber dari dana penerimaan Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah untuk membiayai 

kebutuhan daerah. Dana perimbangan terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi 

umum, dan dana alokasi khusus; c) Lain-lain pendapatan daerah yang sah meliputi 

hibah, dana darurat, dana bagi hasil pajak dari provinsi kepada kabupaten/kota, 

dana penyesuaian dan otonomi khusus, serta bantuan keuangan dari provinsi atau 

dari pemerintah daerah lainnya. 
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Berdasarkan data series kurun waktu 2009–2011, secara keseluruhan 

pendapatan daerah mengalami peningkatan. Secara persentase dan nominal 

kelompok komponen PAD dan komponen Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah 

yang secara konsisten mengalami kenaikan, sedangkan kelompok Dana 

Perimbangan menunjukkan kecenderungan berfluktuatif secara nominal dan 

mengalami penurunan secara persentase kontribusi terhadap pendapatan daerah. 

Dari berbagai komponen pendapatan daerah, sumber utama penerimaan 

daerah adalah Dana Alokasi Umum (DAU) . Hal ini dapat digunakan sebagai tanda 

bahwa sumber pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar sangat tergantung 

pada sumber dana perimbangan, sehingga sangat perlu dilakukan segera upaya-

upaya terobosan untuk mencari sumber-sumber alternatif pendapatan lainnya yang 

memiliki potensi besar untuk dikembangkan menjadi sumber penerimaan daerah. 

  Komposisi PAD pada tahun 2011 naik sebesar 76% dari tahun 2010. 

Dana perimbangan pada tahun 2011 naik sebesar 12,6 % dari tahun 2010, tetapi 

persentase kontribusi dana perimbangan terhadap total pendapatan daerah 

menunjukkan kecenderungan penurunan. Pada tahun 2009 dana perimbangan 

memberi kontribusi 88,8% terhadap total pendapatan, untuk tahun 2010 sebesar 

78,7% dan tahun 2011 sebesar 76,7%. 

Realisasi dan target pendapatan daerah dalam kurun waktu tahun 2009–

2011, tercantum pada tabel 3.1. berikut: 
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Tabel 3.1. 

Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2009 s.d. Tahun2013 

No. Uraian 

Jumlah 

Realisasi 

Tahun 2009 

Realisasi 

Tahun 2010 
Tahun 2011 

Proyeksi/ 

Target  

Tahun 2012 

Proyeksi/ 

Target  

Tahun 2013 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

       

1.1. Pendapatan asli daerah 10.904.508.831,95 17.252.707.105,70 30.438.400.000 25.738.400.000 27.175.000.000 

1.1.1 Pajak daerah 1.960.421.716,95 4.387.609.554 3.575.000.000 3.675.000.000 3.825.000.000 

1.1.2. Retribusi daerah 5.566.210.833 8.635.289.571,93 19.935.400.000 14.935.400.000 16.000.000.000 

1.1.3. Hasil Pengelolaan 

Kekayaan daerah yang 

dipisahkan 

1.362.985.414 1.174.146.715,18 1.400.000.000 1.500.000.000 1.550.000.000 

1.1.4. Lain-lain pendapatan asli 

daerah yang sah 
2.014.890.868 3.055.661.264,59 5.528.000.000 5.628.000.000 5.800.000.000 

       

1.2. Dana perimbangan 432.206.565.225 429.340.664.744 483.391.367.188 522.950.000.000 558.000.000.000 

1.2.1. Dana bagi hasil pajak/ 

bagi hasil bukan pajak 
24.288.132.225 30.653.481.744 29.023.367.188 27.250.000.000 28.000.000.000 

1.2.2. Dana alokasi umum 342.586.433.000 351.260.683.000 400.635.000.000 445.700.000.000 480.000.000.000 

1.2.3. Dana alokasi khusus 65.332.000.000 47.426.500.000 53.733.000.000 50.000.000.000 50.000.000.000 

       

1.3. Lain-lain pendapatan 

daerah yang sah 
43.706.383.968 99.007.968.252 116.677.280.800 119.350.000.000 121.500.000.000 

1.3.1. Hibah 8.473.030.000 582.287.980 2.679.253.000 1.000.000.000 1.000.000.000 

1.3.2. Dana darurat - - - - - 

1.3.3. Bagi hasil pajak dari 

provinsi dan dari 

pemerintah daerah 

lainnya 

- 8.787.312.651 9.017.000.000 

 

9.350.000.000 

 

9.500.000.000 

1.3.4. Dana penyesuaian dan 

otonomi khusus 
35.233.353.968 89.638.367.621 104.981.027.800 109.000.000.000 111.000.000.000 

1.3.5. Bantuan keuangan dari 

provinsi pemerintah 

daerah lainnya 

- - - - - 

       

 JUMLAH 

PENDAPATAN 

DAERAH 

486.817.458.024,95 545.601.340.101,70 630.507.047.988 668.038.400.000 706.675.000.000 
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Untuk tahun 2012, diproyeksikan pendapatan daerah mencapai 

Rp.668.038 milyar, dibandingkan target tahun 2011 sebesar Rp. 630,507 milyar, 

maka terdapat peningkatan pendapatan daerah sebesar 5,95%. Proyeksi pendapatan 

daerah tahun 2012 ini telah mempertimbangkan peningkatan penerimaan dari dana 

perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. 

 

3.2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah 

3.2.2.1. Arah Kebijakan Pendapatan Daerah 

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Polewali Mandar tahun 

anggaran 2012 diarahkan melalui upaya peningkatan pendapatan daerah dari sektor 

pajak daerah dan retribusi daerah. 

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Pemerintah daerah untuk 

meningkatkan pendapatan daerah adalah : 

 Menyusun kembali Peraturan Daerah tentang Pajak dan Retribusi Daerah sesuai 

amanah Undang-Undang Pajak dan Retribusi Daerah Nomor 28 Tahun 2009, 

serta menyusun program-program khususnya yang menunjang pengalihan bagi 

hasil pajak negara menjadi pajak daerah. 

 Memberikan insentif pemungutan pajak dan retribusi kepada SKPD/unit kerja 

pengelola pendapatan sebagai tambahan penghasilan yang diberikan atas 

penghargaan kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan pajak dan 

retribusi daerah. 

 Mengoptimalkan penggarapan sumber-sumber/potensi pendapatan daerah. 

 Peningkatan kualitas pengelolaan manajemen pendapatan daerah, melalui 

peningkatan kualitas pelayanan, kualitas SDM pengelola dan koordinasi antara 

instansi yang terkait. 

 Meningkatkan pendapatan daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi; 

 Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya 

meningkatkan kesadaran masyarakat dalam membayar retribusi daerah. 

 

3.2.2.2. Arah Kebijakan Belanja Daerah 

Belanja daerah menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 

merupakan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai 

kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sebagaimana 
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diatur dalam Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 

Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 

tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, maka belanja daerah 

dibagi menjadi 2 (dua) kelompok belanja, yaitu belanja tidak langsung dan belanja 

langsung. Belanja tidak langsung merupakan belanja yang tidak memiliki 

keterkaitan secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang 

meliputi belanja pegawai, belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja 

bagi hasil, bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga. Belanja langsung 

merupakan belanja yang memiliki keterkaitan secara langsung dengan program 

dan kegiatan yang meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, dan belanja 

modal. 

Belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam kurun waktu tahun 

2009–2011 secara nominal mengalami kenaikan. Pada Belanja Tidak Langsung 

(BTL), terlihat bahwa belanja pegawai, serta belanja bantuan keuangan kepada 

provinsi dan pemerintah desa, menunjukkan tren yang terus meningkat 

persentasenya. Sementara itu, pada Belanja Langsung (BL), untuk belanja 

pegawai, dan belanja modal menunjukkan tren berfluktuatif. Sedangkan belanja 

barang dan jasa mengalami kenaikan. 

Dalam kurun waktu tahun 2009–2011, terlihat bahwa komposisi rata-rata 

Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung adalah 61,44% adalah BTL dan 

38,56% adalah BL.  

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah 

tahun 2012 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada 

pencapaian hasil dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi 

kerja setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsinya. Ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanan 

anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dalam 

belanja program/kegiatan. Kebijakan belanja daerah tahun 2012 tetap berpedoman 

dan diarahkan untuk mendukung percepatan pencapaian target RPJMD Kabupaten 

Polewali Mandar Tahun 2009-2014 dengan tetap melaksanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan skala prioritas. Pencapaian hasil-hasil pembangunan dalam 

tahun anggaran sebelumnya akan terus ditingkatkan sesuai kemampuan keuangan 

daerah. 
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Kebijakan belanja daerah tahun 2012 diupayakan dengan pengaturan pola 

pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui: 

1. Esensi utama penggunaan dana APBD adalah untuk meningkatkan 

perekonomian dan kesejahteraan masyarakat oleh karena itu akan terus 

diupayakan peningkatan program-program yang berorientasi pada masyarakat 

dan berupaya melaksanakan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan 

mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula. 

2. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran 

yang berbasis kinerja dengan pendekatan fokus/prioritas pembangunan yang 

disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel. 

3. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu melalui: 

- Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai 

pelaksanaan TUPOKSI SKPD, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, 

konsultasi, sosialisasi, perencanaan, serta pengendalian evaluasi; 

- Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-

program pembangunan yang menjadi prioritas dan unggulan SKPD, 

program/kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Kabupaten 

Polewali Mandar (sebagaimana yang tertuang dalam dokumen RKPD dan 

RPJMD Kabupaten Polewali Mandar). 

4. Mengalokasikan belanja tidak langsung yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, 

belanja subsidi, belanja hibah, belanja sosial, belanja bagi hasil, belanja 

bantuan keuangan, dan belanja tidak terduga dengan prinsip proporsional, 

selektif, rasional dan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. 

 

Selanjutnya realisasi dan proyesi belanja daerah tahun 2009-2014 dituangkan dalam 

tabel 3.2. berikut: 
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Tabel 3.2. 

Realisasi dan Proyeksi/Target Belanja Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2009 – 2013 

 

URAIAN 

Jumlah 

Realisasi 

Tahun 2009 

Realisasi 

Tahun 2010 
Tahun 2011 

Proyeksi/Target 

Tahun 2012 

Proyeksi/Target 

Tahun 2013 

BELANJA TIDAK 

LANGSUNG 
284.371.967.015,34 334.807.845.976 403.836.090.553,02 422.249.545.109 449.522.904.989 

Belanja Pegawai 242.709.555.951,95 295.443.144.764 365.914.091.523 384.209.796.099 411.104.481.000 

Belanja Bunga 629.660.313,39 355.403.732 - - - 

Belanja Subsidi 5.101.515.000 4.995.204.000 5.000.000.000 5.000.000.000 5.000.000.000 

Belanja Hibah 10.940.000.000 9.255.000.000 7.280.000.000 7.280.000.000 7.280.000.000 

Belanja Bantuan 

Sosial 
8.415.735.750 8.371.625.480 6.826.000.000 6.826.000.000 6.826.000.000 

Belanja Bagi Hasil 

Kepada Provinsi dan 

Pemerintah Desa 

198.000.000 253.500.000 253.500.000 - - 

Belanja Bantuan 

Keuangan Kepada 

Provinsi dan 

Pemerintah Desa 

15.000.000.000 16.133.968.000 17.937.339.000 18.296.085.780 18.662.007.495 

Belanja Tidak 

Terduga 
1.377.500.000 - 625.160.030,02 637.663.230 650.416.494 

      

BELANJA 

LANGSUNG 
189.252.409.200,18 196.820.676.388,16 255.031.701.255,98 257.784.182.674 260.739.144.000 

Belanja Pegawai 16.429.143.341 14.662.695.425 14.952.528.050 15.176.815.900 15.557.630.000 

Belanja Barang dan 

Jasa 
51.781.368.314,68 68.675.290.297,11 118.797.441.073 118.900.000.000 119.000.000.000 

Belanja Modal 121.041.897.544,50 113.482.690.666,05 121.281.732.132,98 123.707.366.774 126.181.514.000 

      

JUMLAH 

BELANJA 
473.624.376.215,52 531.628.522.364,16 658.867.791.809 680.033.727.783 710.262.048.989 

 

 

 

 

 

 

 



 

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah Bab III 

RKPD Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2012  68 

 

3.2.2.3. Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah 

Pembiayaan Daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup 

defisit atau memanfaatkan surplus, terdiri dari penerimaan pembiayaan dan 

pengeluaran pembiayaan. Selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran 

pembiayaan merupakan pembiayaan netto yang harus digunakan untuk menutup 

defisit. 

Terdapat beberapa komponen yang merupakan sumber dari penerimaan 

pembiayaan. Komponen yang dimaksud adalah Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) tahun sebelumnya, pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan 

daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali 

pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.  

Pengeluaran pembiayaan dialokasikan guna menganggarkan pengeluaran 

daerah yang tidak bersifat belanja. Komponen pengeluaran pembiayaan adalah 

pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) daerah, pembayaran 

pokok utang, pemberian pinjaman daerah. 

Untuk tahun 2012, struktur pembiayaan daerah untuk sumber penerimaan 

tidak hanya berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu saja, namun 

diupayakan untuk mendapatkan sumber-sumber lain seperti telah disebutkan di 

atas. Sedangkan untuk pengeluaran pembiayaan direncanakan antara lain terdiri 

dari pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal. 

Realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan daerah dalam 3 (tiga) 

tahun terakhir, serta proyeksi/target tahun rencana dalam rangka perumusan arah 

kebijakan pengelolaan pembiayaan daerah disajikan dalam tabel 3.3. 
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Tabel 3.3. 

Realisasi dan Proyeksi/Target Pembiayaan Daerah 

Kabupaten Polewali Mandar 

Tahun 2009 – 2013 

URAIAN 

Jumlah 

Realisasi 

Tahun 2009 

Realisasi 

Tahun 2010 
Tahun 2011 

Proyeksi/Target 

Tahun 2012 

Proyeksi/Target 

Tahun 2013 

PENERIMAAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

10.357.889.650,22 17.066.126.881,04 48.417.243.821 4.313.691.000 4.313.691.000 

Sisa Lebih Perhitungan 

Anggaran Tahun 

Sebelumnya (SiLPA) 

9.076.562.530,37 16.230.268.581,04 28.103.552.821,00 ? ? 

Pencairan Dana 

Cadangan 
- - - - - 

Hasil Penjualan 

Kekayaan Daerah Yang 

Dipisahkan 

- - - - 

 

- 

Penerimaan Pinjaman 

Daerah 
- - 16.000.000.000 - - 

Penerimaan Kembali 

Pemberian Pinjaman 
1.014.097.273 835.858.300 4.313.691.000 4.313.691.000 4.313.691.000 

Penerimaan Piutang 

Daerah 
- - - - - 

      

PENGELUARAN 

PEMBIAYAAN 

DAERAH 

7.246.115.520,61 1.587.542.439 20.056.500.000 1.562.542.439 1.562.542.439 

Pembentukan Dana 

Cadangan 
- - - - - 

Penyertaan Modal 

(investasi) Daerah 
- 25.000.000 1.600.000.000 - - 

Pembayaran Pokok 

Utang 
2.246.115.520,61 1.562.542.439 17.956.500.000 1.562.542.439 1.562.542.439 

Pemberian Pinjaman 

Daerah 
5.000.000.000 - 500.000.000 - - 

      

PEMBIAYAAN 

NETTO 
3.121.774.129,61 15.478.584.442,04 28.360.743.821 2.751.148.561 2.751.148.561 

 


